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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka 

pada bab terakhir dalam penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah terhadap Sertipikat Ganda (Studi Putusan 

Nomor : 062/G/2014/PTUN.SMG)” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sengketa kepemilikan tanah yang menyebabkan adanya sertipikat ganda pada 

Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang terjadi 

karena adanya penerbitan sertipikat baru oleh pihak Kantor Pertanahan Kota 

Semarang. 

2. Faktor-faktor penyebab terbitnya sertipikat ganda/”overlapping” oleh Kantor 

Pertanahan Kota Semarang pada Putusan Nomor : 62/G/2014/PTUN.SMG 

yaitu karena adanya pemberian hak baru oleh Kantor Pertanahan Kota 

Semarang melalui program pemerintah PRONA yang dilaksanakan oleh 

panitia Adjudikasi. Dalam pelaksanaannya didapati adanya pelanggaran 

tugas dan wewenang Panitia Adjudikasi dalam proses penerbitan sertipikat-

sertipikat Hak Milik No. 2411, 2412 dan 2413 yaitu ketidaktelitian dan 

ketidakcermatannya dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data 

yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyidikan 

riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan 

tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kota 
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Semarang. Faktor lain adalah pemerintahan setempat yaitu kelurahan atau 

desa yang tidak mempunyai data mengenai tanah-tanah yang sudah 

disertipikatkan dan sudah ada penguasaannya atau data yang tidak valid. 

3. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah berdasarkan 

perkara Nomor : 062/G/2014/PTUN.SMG yaitu dilakukan dengan upaya non 

litigasi dan litigasi. Kantor Pertanahan Kota Semarang telah menempuh 

upaya non litigasi yang mana adalah mediasi. Namun tidak membuahkan 

hasil sehingga ditempuh melalui upaya litigasi. Melalui upaya litigasi yaitu 

dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. 

Dengan adanya putusan PTUN yang telah menetapkan salah satu sertipikat 

dinyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum tetap. Maka dilakukan 

pembatalan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan 

adanya permohonan dari penggugat. 

B. Saran 

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, 

peneliti memberikan saran beberapa hal sebagai berikut : 

1.  Kantor Pertanahan perlu memperhatikan terlebih dahulu tentang faktor-faktor 

penyebab munculnya sertipikat ganda, dimana faktor-faktor tersebut harus 

diperbaiki, misalnya sebelum proses atau diukur, harus diadakan pengecekan 

di peta pendaftaran tanah untuk mengetahui apakah atas sebidang tanah 

tersebut sudah terdaftar (bersertipikat) atau belum di Kantor Pertanahan.  
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2. Kantor Pertanahan harus lebih teliti atas data-data yang diberikan pemohon 

untuk melakukan pendaftaran tanah. BPN sebagai instansi Pemerintah yang 

berkaitan langsung dalam soal pertanahan di Indonesiaharus meningkatkan 

lagi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun alat penunjang dalam proses 

pengukuran ke lapangan dan dalam proses administrasi pertanahan sehingga 

tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam penerbitan sertipikat yang 

merupakan suatu jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.
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